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ABSTRAK

Penahanan yang dilakukan pada setiap instansi memiliki proses atau mekanisme
tersendiri dalam hal peralihan wewenangnya untuk menahan terdakwa. Peralihan
wewenang pada tingkat bandinglah yang menjadi sorotan pada penulisan skripsi ini.
Sebab, peralihan pada tingkat ini sudah dapat terjadi hanya dengan adanya
permohonan banding melalui telepon atau telegram dan belum melampirkan berkas
perkara. Sedangkan pengeluaran surat perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan
Tinggi membutuhkan berkas perkara untuk menunjuk majelis hakim yang akan
mengeluarkan surat perintah penahanan. Penelitian ini dilakukan menggunakan
pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan
data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian
kepustakaan dan di lapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian
kalimat dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan pengeluaran surat
perintah penahanan oleh Pengadilan Tinggi di lakukan oleh ketua Pengadilan tinggi
dan bukan hakim majelis yang akan mengadili perkara banding tersebut, di karenakan
hasil dari persetujuan ketua Pengadilan Tinggi. Serta hasil penelitian ini juga
menunjukan penjatuhan penahanan yang dilakukan oleh hakim pengadilan
mengandung alasan pembenar dan tidak melanggar HAM.

Kata Kunci : Penahanan, Peralihan Wewenang, Hak Asasi Manusia.

Pembim Utama, Pembimbing Pembantu,

Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H..M.H
NIP. 195412141981031002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

NIP. 196509181991022001
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP : “Penahanan adalah
penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut
umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini”.*

Sedangkan menurut Andi Hamzah penahanan
merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi,
disini terdapat pertentangan antara dua asas. Yaitu hak bergerak seseorang merupakan
hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban

umum dilain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat

dari perbuatan jahat tersangka.’

Disinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. la mempunyai
ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu
hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan orang seorang. Ketentuan demikian

terutama mengenai penahanan di samping yang lain seperti pembatasan hak milik

! M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntuan.,Jakarta, Sinar Grafika, 2009.him. 164

? Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia,
1984. him. 129



karena penyitaan, pembukaan rahasia surat (terutama dalam delik korupsi dan

subversi) dan lain-lain.*
Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20, yang menjelaskan :

1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas
perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang
melakukan penahanan.

2) Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk
kepentingan penuntutan.

3) Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang
melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu
tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di
sidang pengadilan.*

Penahanan dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat
mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahan. Landasan atau dasar penahanan meliputi
dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan
tindakan penahanan. Antara satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling
menopang kepada unsur yang lain. Sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak

ada, maka tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak

* Ibid. him. 130
* M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan .
Op.Cit. him.165



sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya, yang di
penuhi hanya unsur landasan hukum saja unsur objektif, tetapi tidak didukung dengan
unsur keperluan unsur subyektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa
“kezaliman”, dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.5
Dasar unsur yuridis atau Objektif, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) yang
menetapkan: “penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa
yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam
tindak pidana tersebut dalam hal:°
a. Tindak Pidana itu di ancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan
dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman
hukuman yang tercantum dalam Pasal tindak pidana yang dilangggar
dibawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh
dikenakan tahanan.
b. Di samping aturan umum yang Kita sebut diatas, penahanan juga dapat
dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada Pasal KUHAP
dan Undang-Undang Pidana Khusus di bawah ini, sekalipun ancaman

hukumnya kurang dari lima tahun.

®Ibid. him. 166
®Ibid.



Barang kali alasannya didasarkan pada pertimbangan, Pasal-Pasal tindak
pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada
umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Yang
termasuk dalam kelompok ini :

1.Yang terdapat dalam Pasal-Pasal KUHAP: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296,

Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal
378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480
dan Pasal 506.

2. Kelompok kedua ialah Pasal-Pasal yang berasal dari Undang-Undang

Tindak Pidana Khusus:

Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran

terhadapOrdonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad
Tahun 1931 Nomor 471),

- Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi

- (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun
1955 Nomor 8).

- Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3086).”



Kemudian unsur yang menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan
penahanan ditinjau dari segi subjektivitas si tersangka atau terdakwa, tetapi sekaligus
berjumpa dua segi subjektif yakni segi subjektif tersangka atau terdakwa, yang
dinilai secara subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur
keadaan atau keperluan penahanan dimaksud, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1),
yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”:

a. tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,

b. merusak atau menghilangkan barang bukti,

c. atau kekhawatiran akan mengulangi tindak pidana.

Semua keadaan yang “mengkhawatirkan” di sini adalah keadaan yang
meliputi subjektivitas tersangka atau tedakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan

kekhawatiran itupun bertitik tolak dari penilaian subjektif.”

Dalam hal penahanan seperti yang dikatakan diatas maka KUHAP
menentukan ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwewenang melakukan
penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim yang
menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan

tinggi dan Mahkamah Agung ( Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP ).®

"Ibid. him. 167
8 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,Op.Cit. him. 134



Masing- masing penahanan tersebut dapat diperpanjang pula. Perintah
penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20
KUHAP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Penahanan oleh penyidik
tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari (

Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Dalam Pasal 25 KUHAP itu ditentukan bahwa penuntut umum dapat
mengeluarkan perintah penahanan yang belaku paling lama dua puluh hari.
Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang

berwewenang paling lama tiga puluh hari.

Selanjutnya, hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84, berwewenang mengeluarkan perintah penahanan untuk
paling lama tiga puluh hari, dengan alasan “guna kepentingan pemeriksaan” ( Pasal
26 ayat (1) KUHAP ). Penahanan oleh hakim ini pun dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari( Pasal 26

ayat (2) KUHAP).

Pada pemeriksaan tingkat banding pun hakim pengadilan tinggi dapat
melakukan penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, dengan alasan ‘“guna
kepentingan pemeriksaan banding” ( Pasal 27 ayat (1) KUHAP). Penahanan ini pun
dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan paling lama enam

puluh hari( Pasal 27 ayat (2) KUHAP).



Akhirnya, Mahkamah Agung pun berwewenang mengaluarkan surat perintah
penahanan untuk paling lama lima puluh hari, guna kepentingan pemeriksaan kasasi.
Dan jika pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah

Agung untuk paling lama enam puluh hari.’

Disini penulis akan membahas mengenai wewenang pengeluaran surat
perintah penahanan khususnya dalam pengadilan tingkat banding (Pengadilan
Tinggi). Seperti yang telah diketahui dan tercantum dalam Pasal 238 ayat (2) KUHAP

13

yang berbunyi “ Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan
tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.”'° Maka dari Pasal tersebut
diketahui bahwa Pengadilan Tinggi sudah berwenang untuk mengeluarkan surat
perintah penahanan. Sebab terhitung sejak “saat permohonan banding” itu diajukan

pengalihan wewenang penahanan sudah berlaku, bukan sejak perkara banding

diregister di kepanitraan Pengadilan Tinggi. **

Dengan kata lain Pengadilan Tinggi sudah berwenang mengeluarkan surat
perintah penahanan saat permohonan banding tersebut dilaporkan oleh Ketua

pengadilan Negeri melalui sarana telepon ataupun telegram.*?

Namun secara logika, amat sulit memahami peralihan tanggung jawab yuridis

tentang sesuatu, yang secara objektif belum nyata berada di tangan Pengadilan

*Ibid. him 135

1% Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 238 ayat (2)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan
Sidang  Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.him.
520

Ibid, him.520



Tinggi. Berkas perkara secara administratif maupun secara nyata belum berada di
Pengadilan Tinggi, namun demikian, tanggung jawab yuridis penahanan atas perkara
sudah beralih kepada Pengadilan Tinggi.*® Sehingga dalam penerapanPasal 27 ayat

(1) KUHAP yang berbunyi :*

“ Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagai mana yang
dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemerikasaan banding
berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga

puluh hari.”

Sedikit berbeda dalam praktiknya. Dimana penunjukan hakim yang akan
mengeluarkan surat perintah penahanan dan mengadili perkara banding tersebut akan

dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi setelah berkas perkara berada di pengadilan
tinggi.

Maka dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat dan
membahasnya dalam kegiatan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul

Penerapan Pasal 27 Ayat (1) KUHAP Kewenangan Hakim Pengadilan Tinggi

Untuk Melakukan Penahanan.

“lbid. him 520
4 Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 27 ayat (1).



B. Rumusan Masalah
1. Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang hendak di
jawab dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :
2. Bagaimana penerapan Pasal 27 ayat (1) KUHAP tentang Kewenangan Hakim
Pengadilan Tinggi Untuk Melakukan Penahanan?
3. Bagaimana penahanan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dilihat

dari sudut pandang HAM ?

C. Ruang Lingkup

Untuk menghindari semakin meluasnya pembahasan dalam menjawab
permasalahan diatas maka, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada Proses
Penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Tinggi Palembang.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan secara rinci dan
sistematis:
a. penerapan Pasal 27 ayat (1) KUHAP tentang Kewenangan Hakim
Pengadilan Tinggi Untuk Melakukan Penahanan,
b. penahanan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dilihat dari sudut

pandang HAM.
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2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan
dengan penerapan atau praktik dari Pasal yang terkandung didalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai bahan pertimbangan dalam
penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang untuk mengkaji
ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis, diharapkan sebagai sumbangan pemikiran, memberi
informasi, bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam
memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum
pidana serta sebagai sumber informasi bagi pembaca terkait dengan
penerapan atau praktik dari Pasal yang terkandung didalam Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penahanan

a. Pengertian Penahanan

Penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP : “Penahanan adalah

penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut
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umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini”."®

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 diatas, semua instansi penegak

hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan
tersebut, telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Sehingga tidak dikacaukan
lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang tercantum dalam HIR, yang
membedakan dan mencampur adukan antara penangkapan, penahanan sementara, dan
tahanan sementara yang dalam istilah Belanda disebut de verdachte aan te hauden
(Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti “menangkan tersangka”, dan untuk menahan
sementara digunakan istilah voorlopige aan houding (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta
untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah zijn
gevangen houding bevelen. Dalam KUHAP, semuanya disederhanakan. Tidak lagi
dijumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara
atau tahanan sementara.*®

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20, yang menjelaskan :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas
perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang
melakukan penahanan.

2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk

kepentingan penuntutan.

> M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntuan. Op.Cit.him. 164
Ibid
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3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang
melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu
tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di

sidang pengadilan.*’

b. Dasar Penahanan

Yang dimaksud dengan landasan atau dasar penahanan meliputi dasar hukum,
keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan
penahanan. Antara satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada
unsur yang lain. Sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka tindakan
penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi
sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya, yang di penuhi hanya unsur
landasan hukum saja unsur objektif, tetapi tidak didukung dengan unsur keperluan
unsur subyektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan oleh
undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa “kezaliman”, dan kurang
berdimensi relevansi dan urgensi.'®

Dasar unsur yuridis atau Objektif, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) yang

menetapkan: “penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa

7 1bid. him. 165
|bid. him. 166
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yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam
tindak pidana tersebut dalam hal:
c. Tindak pidana itu di ancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.*
d. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud, ditentukan
dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan
kekhawatiran™:
a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
b. Merusak atau menghilangkan barang bukti,
c. Atau kekhawatiran akan mengulangi tindak pidana.”
2. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum vyaitu proses
perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut
ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto (dalam
bukunya yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
2002) sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain:
1. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang
dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-
undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan

pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi

19 pasal 21 Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana,Pustaka Mahardika.hlm 194
20 M Yahya Harahap, Op.Cit. him. 167
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negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

2. Penegak hukum, yakni pihak pihak yang secara langsung terlibat
dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan
tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan
tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan
profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya
oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

3. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus
mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum
yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya
hukum bagi kehidupan masyarakat.

4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana
atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan
yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang
memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan
hukum.

5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal
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ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang
berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak
mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang
dianggap buruk sehingga dihindari.?*
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan kata lain
disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta
apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.”* Atau dengan kata lain yaitu
suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata
yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-
fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian
menuju kepada indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju sampai ke

penyelesaian masalah.”®

2. Pendekatan Penelitian
a) Pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) yaitu Pendekatan
Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini memiliki kegunaan baik

secara praktis maupun akademis.?*

AT
Ibid.,
22 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, him. 5.
3|bid, him. 16
26 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. X1, Kencana., Jakarta, 2001, hm. 93.
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b) Pendekatan sosial hukum (Socio Legal Approach) Menurut Prof.Adji Somekto
adalah merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukan
faktor sosial dengan tetap pada batasan penulisan hukum.®

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di kantor Pengadilan Tinggi Palembang yang
berlokasi Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang Telp : (0711) 352900, 311666
Fax : (0711) 311666
4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama
yang terkait dengan permasalahan apa yang akan dibahas.”®

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data
pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah
data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku
ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagainya.?’ Data sekunder mencakup
dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian berwujud laporan dan seterusnya.?®

5. Metode Pengumpulan Data

2% Universitas Maria Kudus, 2013, Kuliah Umum FH UMK Perkenalkan Metode Socio Legal,
http://umk.ac.id/informasi/berita/942-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-socio-legal, diakses
pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, Pukul 07.54WIB.

26 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.

him. 30

2T Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta , PT. Hanindita offset, 1983. him. 56

%8 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.
him. 12


http://umk.ac.id/informasi/berita/942-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-socio-legal
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Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena
dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun sekunder,
yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer

dan data sekunder yang digunakan adalah :

1) Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka. Ketika
seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang
untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada

responden.?®

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian
ilmu hukum empiris. Dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana
semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu
hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk
memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan
sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa
yang diinginkan, dicatat atau direkam dengan baik.*® Wawancara dilakukan untuk
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan

informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.™

2 Amirudin, Pengantar Metode Peneltian Hukum, him. 82

%0 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum. Bandung, CV. Mandar Maju,
2008. him 167-168

%! Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum,Jakarta, Rineka Cipta, 2001. him. 95
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2) Populasi dan Sample

a. Populasi

Menurut kamus riset karangan Drs. Komarudin, yang dimaksud dengan
populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sample. Pada
kenyataannya populasi itu adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-
syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut dapat
berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa. Sekiranya populasi itu terlalu
banyak jumlahnya, maka biasanya diadakan sampling. %

b. Sampling

Sampling atau sample berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu
yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sample ialah untuk memperoleh
keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari
populasi, suatu reduksi terhadap jumlah objek penelitian.** Maka untuk
menyelesaikan masalah yang ada, peneliti memilih sample 3 Hakim Pengadilan
Tinggi Palembang

3) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah upaya yang

%2 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2009.
him.53
#1bid. him.55
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dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dan memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan
menemukan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.®* Analisis data kualitatif
adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang
telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang
keadaan sebenarnya. Data yang diperoleh baik melalui penelitian kepustakaan
maupun penelitian hukum empiris ini penulis memakai kuisioner maka pengolahan

datanya meliputi tahap :

1. Editting/edit
Editting adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di
lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data
yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada
diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.*® Oleh karena itu, untuk
kelengkapan data penelitian ini, proses editing sangat diperlukan dalam
mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian.

2. Classifying
Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara

diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, vyaitu berdasarkan

% Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian KualitatifEd, Rev, Jakrta, RemajaRosdakarya,
2010. him. 248

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek Jakarta, Rineka
Cipta, 2002. him. 182.
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pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-
benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah
terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar
sudah valid dan sesuai yang diharapkan peneliti.*® Tahap verifikasi ini
merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas
data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dengan cara mendengarkan dan
mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya
dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika
wawancara. Kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan
hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai
dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Di samping itu untuk
sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu
mencocokkan antara hasil wawancara dengan subjek yang satu dengan

yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

% Lexy J. Moloeng. Metode Penelitian Kualintatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002.

him. 104.
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6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan Kkristalisasi dari fakta dan analisis yang telah
dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.” Pengambilan kesimpulan
dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir dengan menarik
kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.*®Hasil penelitian ini merupakan
proposisi  umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk
memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini.

3Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, him. 47
38 h:
Ibid
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